PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
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bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur
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Pemerintah Kota Pagar Alam dalam penyelenggaraan
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perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan

omunikasi vang memadai;

I

bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan

secara berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu ditetapkan

pedoman penyelenggaraan sistem elektronik pemerintaha
fe-government) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Walikota  tentang  Penyelenggaraan Sistem  Elektronik

Pemerintahan fe-government) di lingkungan Pemerintahan Kota
Pagar Alam.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4115);

Undang — undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
(Lembar Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembar

Negara Nomor 4220);



A
i
e
|
S
by
|
C'G
r-¢
5«
T
ol
1o
E
=
-~
et
[
b.t
et
oW
e
o
[,
W]
C
C
0
oo
a
|
et
&)
o
(rQ
t-—)
=
Q
™
[
:i
job)
w
v
gl
3
)

<

s 5
8 wA T R e Ay 1TSS i3 n!yfv-/'.-v‘\1 i l SEEVESR b o

Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Tim
Koordinasi Telematika Indonesia;

T Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan
Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

8. Instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government ;

9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

1’2/1(1-?]3/!\/! PAN/1/2003 tentang Pedoman UUmum Perkantoran

Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi
Pemerintahan;

11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008

o Pagar Alam (Lernbaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008
Nomor 04 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009
Nomor 02 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetankan : PERATIJRAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ELEKTRONIK PEMERINTAHAN (E-GOVERNMENT) DI LINGKUNGAN

PEMERINTAHAN KOTA PAGAR ALAM



Dalam Peraturan Walikoia ini yang dimaksud dengai

(1)
)
(3)
(4)

(10)

(12)
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KETENTUAN UMUM

Kota adalah Kota Pagar Alam;
Pemerintahan Kota adalah Pemerintahan Kota Pagar Alam;

Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kota Pagar Alam, selanjutnva disebut e-government, adalah pemanfaatan
Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi,
dan akuntabilitas penyvelenggaraan pemerintah;

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpuikan, menganalisis,
dan/atau menyvebarkan informasi;

Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut infrastruktur adalah
piranti keras niranti lunak, jaringan komunikasi data d

LR H RERE

an fasilitas pendukung
lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk
mendukung penvelenggaraan E-government,

Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih

masi vang telah dPnPrtnk.quan

Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses,

penyebaran, pengubahan, g

o

angguan, atau penghancuran oleh
pihak vang tidak berwenang;

Audit adalah evahiasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam

rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan
standar vang berlaku:

Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan
11saha, atau Instansi Pemerintah vang dapat digunakan untuk berkomunikasi

melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;

Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk

menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme Kkerja yang mendukung
pelaksanaan e-government,

Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka

keria akuntabilitas unfuk mendorong perilaku vang diinginkan dalam

penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen

bhelania /investasi, realisasi, nengo

AEN -
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Web adalah komp

data
kironik adalah satu atau Sek\m\.\)\l\aﬂ e
snara, gambar, peta, rancangat, 10U,

it lisan, :
tetani tidak terbatas pada tuhisan, RO
kironik (elektroruc mail), telegraim,
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electronic data interchange (EDI), surat ele
telelkes, telecony, atan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses. simbol, atau
perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang
vang mampu memahaminya;

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
meneounakan komputer, jaringan komputer, dan /atau media elektronik
lainnya;

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, MEMPIoses, mengumumkarn, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi;

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elekironik yang
herfilngsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan Informasi Elektronik;

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik vang

berdiri sendiri atau dalam jaringan;

20) repository adalah sebuah arsin/arsip software vang ada di Internet untuk

mempermudah di-downioad dan menggunakanya;

)\ Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukumn;
Aplikasi umum adalah aplikasi e-government vang hersifat umum dan dapat
digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
Aplikasi Khusus adalah aplikasi e-government vang khusus digunakan untuk
memenuhi kebutuhan insiansi Pemerintahan Pusat dan Daerah tertentu sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.
bBAD 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan siste
elekironik pemerintahan {e-government}.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
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Pasal 9

Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government pada Instansi atau Satuan Kerja

Perangkat Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses

monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyvediakan media koneksi

yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan e-governmendt.

Pasal 11

Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mengadakan,

mengembangkan, dan mengelola Situs Web dan sub domain secara terpusat pada

Website Pemerintah Kota Pagar Alam.

PFasal iZ4
Situs Web masing-masing Instansi atau Satuan Keria Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus menginduk pada porta
Pemerintah Kota Pagar Alam;
Portal Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (i

dikelola oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
BAB V
APLIKASI
Pasal 13
Aplikasi e-government terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi kKhusus;
Aplikasi umum disediakan oleh Pengelola Portal Pemerintah Kota Pagar Alam;

Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh setiap Instansi atau Satuan Ke

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya den



(4) Apiikasi e-governmeni sebagaimana dimaksud ayat (1) herus bersiiai kode

sumber terbuka (open source);
{5) Aplikasi e-government sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus dilengkapi

a. Dokumen kebutuhan perangkat lunak;

b. Dokumen arsitektur atau desain;
c. Dokumen teknis;
d. Dokumen manual; dan
e. Dokumen lain yang ditentukan oleh Instansi yvang bersangkutan.
{6} Aplikasi e-government sebagaimana vang dimaksud pada ayat (i) harus

memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan
standar lainnya;

(7) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber yang dibangun oleh Instansi atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan

Walikota ini meniadi milik Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 14
Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi e-government yang melibatkan lebih
dari satu aplikasi agar dikoordinasikan dengan pegelola portal untuk disimpan

didalam Repository.

Pasal 16
Aplikasi yang digunakan untuk penyelenggaraan e-government harus dapat diperiksa

kesesuaian fungsinya melalui proses monev oleh Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika Kota Pagar Alam.

Pasal 17
(1) Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah menyediakan data dan
informasi dalam penyelenggaraan e-government untuk keperiuan internai dan

eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
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Struktur dan format data vang digunakan h

interoperabilitas dan standar keamanan informasi.

ﬁu—:’* -~
baik secara bersama-sama maupun secara sendiri — sendiri;
(2) Hosting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam
BAB Vii
SUMBER DAYA MANITISIA
Pagai 20
11y Wt i Tricdana mbomn Safiias Taedn Doy 7l Tiaewoh smavnwvadinlearn anrmher Saon
3 g SCTLIIAR LAISLRILEL Al SULUAIL KA COlAlignll Sa0Tal ISy COadall SUillacy Gaya
TNANIIGIN Tnng aaatini danaonn afnndar Iramnatanai vana Ailavatithlzane
A23ITALILANIICA u.LLs WD LA u\zxxsuxx WLCALILECLE L\U.ll-‘lbl\/l_\_'llel wls uluuLullI\alL’
« 4} Setiap Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah harus meningkatkan

kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung penyeienggaraan
e-governmernt,

(3) Sumber daya manusia yang melaksanakan penyelenggaraan e-government pada

instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan pegawai negri vang
telah mendapatkan pendidikan dan latihan tentang e-government.
BAB VIII
TATA KEIOLA
Pasal 21
Penvelengoarann sistem elekironik pemerinighan {e-governmeni?) harus mengaen
B P e = - S e R ST F =0 - TF o SRS—— i A R o



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini

dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 22 April 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI
Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 22 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 9



